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....... Lanjutan Pemanfaatan 
 

• Kerja sama pemanfaatan   
Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik 

negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam 
rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan 
daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerja sama pemanfaatan 
barang milik negara/daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam 
rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik 
negara/daerah dan meningkatkan penerimaan negara/pendapatan 
daerah. 

Kerja sama pemanfaatan barang milik negara/daerah 
dilaksanakan terhadap barang milik negara yang berada pada pengelola 
barang, barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang 
sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada 
gubernur/bupati/walikota, barang milik negara yang berada pada 
pengguna barang, barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau 
bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang, atau barang 
milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. Kerja sama pemanfaatan 
atas barang milik negara/ daerah dilaksanakan dengan ketentuan:   
• Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam anggaran 

pendapatan dan belanja negara/daerah untuk memenuhi biaya 
operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan 
terhadap barang milik negara/daerah tersebut; 

• Mitra kerja sama pemanfaatan ditetapkan melalui tender, kecuali 
untuk barang milik negara/daerah yang bersifat khusus dapat 
dilakukan penunjukan langsung; 

• Penunjukan langsung mitra kerja sama pemanfaatan atas barang 
milik negara/daerah yang bersifat khusus dilakukan oleh pengguna 
barang terhadap badan usaha milik negara/daerah yang memiliki 
bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

• Mitra kerja sama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap 
setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah 
ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama 
pemanfaatan ke rekening kas umum negara/daerah; 

• Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan 
hasil kerja sama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim 
yang dibentuk; 



• Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan 
hasil kerja sama pemanfaatan harus mendapat persetujuan 
pengelola barang; 

• Dalam kerja sama pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa 
tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan 
pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta 
fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi 
tidak termasuk sebagai objek kerja sama pemanfaatan; 

• Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari 
kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan paling 
banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap 
dan pembagian keuntungan selama masa kerja sama pemanfaatan; 

• Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap 
dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan 
barang milik negara/daerah; 

• Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerja sama pemanfaatan 
dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik 
negara/daerah yang menjadi objek kerja sama pemanfaatan; dan 

• Jangka waktu kerja sama pemanfaatan paling lama tiga puluh tahun 
sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. 

   
Semua biaya persiapan kerja sama pemanfaatan yang terjadi setelah 

ditetapkannya mitra kerja sama pemanfaatan dan biaya pelaksanaan kerja 
sama pemanfaatan menjadi beban mitra kerja sama pemanfaatan. Ketentuan 
mengenai jangka waktu tidak berlaku dalam hal kerja sama pemanfaatan atas 
barang milik negara/ daerah untuk penyediaan infrastruktur berupa:   

a) Infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/atau 
danau, bandar udara, terminal, dan/atau jaringan rel dan/atau stasiun 
kereta api; 

b) Infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan/atau 
jembatan tol; 

c) Infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku 
dan/atau waduk/bendungan; 

d) Infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, 
jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau instalasi pengolahan air 
minum; 

e) Infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan 
pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan 
yang meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan; 

f) Infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi; 
g) Infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, 

distribusi dan/atau instalasi tenaga listrik, dan/atau 
h) Infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, 

penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/atau distribusi minyak 
dan/atau gas bumi. 

 
   Jangka waktu kerja sama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah 
untuk penyediaan infrastruktur paling lama lima puluh tahun sejak 



perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. Dalam hal mitra kerja 
sama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah untuk penyediaan 
infrastruktur berbentuk badan usaha milik negara/daerah, kontribusi tetap 
dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% 
(tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan tim. 

 
• Bangun guna serah atau bangun serah guna   

Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah 
berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau 
sarana berikut fasilitasnya, dan kemudian setelah selesai pembangunannya 
diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka 
waktu tertentu yang disepakati. 

Bangun guna serah atau bangun serah guna barang milik 
negara/daerah dilaksanakan dengan pertimbangan pengguna barang 
memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan 
negara/daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka 
penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan tidak tersedia atau tidak cukup 
tersedia dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah 
untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. 

Barang milik negara/daerah berupa tanah yang status 
penggunaannya ada pada pengguna barang dan telah direncanakan untuk 
penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang yang bersangkutan, 
dapat dilakukan bangun guna serah atau bangun serah guna setelah 
terlebih dahulu diserahkan kepada pengelola barang, untuk barang milik 
negara atau gubernur, bupati, walikota, untuk barang milik daerah. 

 
 

• Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur   
Kerja sama penyediaan infrastruktur adalah kerja sama antara 

pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama 
penyediaan infrastruktur atas barang milik negara/daerah dilaksanakan 
terhadap barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
pada pengelola barang/pengguna barang, barang milik negara/daerah 
berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh 
pengguna barang atau barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau 
bangunan. 

   
Kerja sama penyediaan infrastruktur atas barang milik negara/daerah 

dilakukan antara pemerintah dan badan usaha yang berbentuk, perseroan 
terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau 
koperasi dimana jangka waktu kerja sama penyediaan infrastruktur paling 
lama lima puluh tahun dan dapat diperpanjang. Penetapan mitra kerja sama 
penyediaan infrastruktur dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Mitra kerja sama penyediaan infrastruktur yang telah 
ditetapkan, selama jangka waktu kerja sama penyediaan infrastruktur:   



• Dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan 
barang milik negara/daerah yang menjadi objek kerja sama penyediaan 
infrastruktur; 

• Wajib memelihara objek kerja sama penyediaan infrastruktur dan barang 
hasil kerja sama penyediaan infrastruktur; 

• Dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat 
kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat 
perjanjian dimulai (clawback); 

• Mitra kerja sama penyediaan infrastruktur harus menyerahkan objek 
kerja sama penyediaan infrastruktur dan barang hasil kerja sama 
penyediaan infrastruktur kepada pemerintah pada saat berakhirnya 
jangka waktu kerja sama penyediaan infrastruktur sesuai perjanjian, dan 
Barang hasil kerja sama penyediaan infrastruktur menjadi barang milik 
negara/daerah sejak diserahkan kepada pemerintah sesuai perjanjian 

• Pertanggungjawaban Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah  
Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan 

asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, 
dan kepastian nilai. Barang milik negara/daerah meliputi barang yang dibeli 
atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah 
dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang yang 
berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi barang yang diperoleh dari 
hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai 
pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan atau barang yang diperoleh 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

 Dalam mengelola barang milik negara/daerah tentunya memerlukan 
rangkaian proses mulai dari cara mendapatkan hak pengelolaan sampai 
pertanggungjawaban atas pengelolaan barang milik negara/daerah 
tersebut.  

Bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan barang milik 
negara/daerah meliputi penatausahaan atas barang milik negara/daerah. 
Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, 
inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara/daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

1. Dalam hal pembukuan pengelola barang harus melakukan 
pendaftaran dan pencatatan barang milik negara/daerah yang berada 
di bawah penguasaannya ke dalam daftar barang pengelola menurut 
penggolongan dan kodefikasi barang. Pengguna barang/kuasa 
pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan 
barang milik negara/daerah yang status penggunaannya berada pada 
pengguna barang/kuasa pengguna barang ke dalam daftar barang 
pengguna/daftar barang kuasa pengguna menurut penggolongan dan 
kodefikasi barang. Pengelola barang menghimpun daftar barang 
pengguna/ daftar barang kuasa pengguna. Pengelola barang 
menyusun daftar barang milik negara/daerah berdasarkan himpunan 
daftar barang pengguna/daftar barang kuasa pengguna dan daftar 
barang pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 
Penggolongan dan kodefikasi barang milik negara ditetapkan oleh 



menteri keuangan. Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah 
ditetapkan oleh menteri dalam negeri setelah mendapat pertimbangan 
menteri keuangan. 

2. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, 
pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik 
negara/daerah. Dalam hal inventarisasi pengguna barang melakukan 
inventarisasi barang milik negara/daerah paling sedikit satu kali 
dalam lima tahun. Dalam hal barang milik negara/daerah yang 
berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi 
dilakukan oleh pengguna barang setiap tahun. Pengguna barang 
menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada pengelola barang 
paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi. Pengelola 
barang juga haru melakukan inventarisasi barang milik 
negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam 
penguasaannya paling sedikit satu kali dalam lima tahun. 

3. Dalam hal pelaporan kuasa pengguna barang harus menyusun 
laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan sebagai 
bahan untuk menyusun neraca satuan kerja untuk disampaikan 
kepada pengguna barang. Pengguna barang selanjutnya menghimpun 
laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan sebagai 
bahan penyusunan laporan barang pengguna semesteran dan 
tahunan. Laporan barang pengguna digunakan sebagai bahan untuk 
menyusun neraca kementerian / lembaga / satuan kerja perangkat 
daerah untuk disampaikan kepada pengelola barang. Pengelola 
barang harus menyusun laporan barang pengelola semesteran dan 
tahunan. Pengelola barang harus menghimpun laporan barang 
pengguna semesteran dan tahunan serta laporan barang pengelola 
sebagai bahan penyusunan laporan barang milik negara / daerah. 
Laporan barang milik negara/daerah nantinya akan digunakan 
sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah. 

 
Setiap kerugian negara/daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau  

pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik negara/daerah 
diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan dimana setiap pihak yang mengakibatkan kerugian 
negara/daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
  


